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ABSTRAK 

 Pengakuan terhadap hak asasi manusia menjadi isu hangat yang sejak 

dahulu hingga saat ini sering dibicarakan. Seiring perkembangan zaman, muncul 

pula istilah-istilah yang kerap menjadi isu global. Salah satu istilah tersebut yang 

sering kita dengar baik dalam forum ilmiah maupun dalam media sosial yaitu 

“violent extremism”. Sebagai bentuk respon, Presiden selaku pemerintah 

mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi 

Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang 

Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Peraturan Presiden ini memiliki 

tujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman bagi warga negara dari 

tindakan “ekstremisme” berbasis kekerasan. Namun, diundangkannya Perpres ini 

juga dikhawatirkan akan bersinggungan dengan hak kebebasan berorganisasi yang 

diatur didalam konstitusi. Agar tidak terjadi konflik horizontal karena pemahaman 

ekstremisme dan radikalisme didalam kehidupan masyarakat memiliki pengertian 

yang berbeda-beda dan cenderung subjektif, maka diperlukan suatu penelitian 

hukum atau legal research yang mampu menjawab hal ini. Skripsi ini 

menitikberatkan pembahasan melalui dua rumusan masalah, yaitu 1) Ruang lingkup 

ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, dan yang kedua 

adalah 2) Akibat hukum dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 terhadap 

kebebasan berorganisasi masyarakat, yang akan dikupas melalui bentuk pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini, Perpres 

No. 7 Tahun 2021 ini merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan 

ektrimisme secara sistematis, terencana dan terpadu dengan melibatkan peran aktif 

seluruh lapisan masyarakat dan juga menjadi acuan bagi kementerian dan juga 

lembaga terkait dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme 

berbasis kekerasan yang berakibat tercapainya kepastian hukum. Namun, dilain sisi 

keberlakuan Perpres No. 7 Tahun 2021 ini juga memberikan ruang bagi terbukanya 

ruang intoleran baru jika penerapannya didalam masyarakat tidak dilakukan dengan 

benar dan tepat. 

Kata Kunci: Ekstremisme, Radikalisme, Pembatasan hak, RAN PE, Kebebasan 

berorganisasi.   

 

 

 

 

 



  IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

x 
SKRIPSI                PEMBATASAN HAK BERORGANISASI...      RAMMA SETYA 

 

ABSTRACT 

 Recognition of human rights has become a hot issue that has always been 

discussed until now. Along with the times, there are terms that become global 

issues. One of these terms that we often hear both in scientific forums and in social 

media is "violent extremism". As a form of response, the President as the 

government promulgated Presidential Regulation Number 7 of 2021 concerning the 

National Action Plan for the Prevention and Combating of Violent Extremism that 

Leads to Terrorism for 2020-2024. This Presidential Regulation has the aim of 

increasing the protection of the right to a sense of security for citizens from acts of 

"extremism" based on violence. However, the promulgation of this Presidential 

Regulation is also feared that it will interfere with the right to freedom of 

organization as regulated in the constitution. In order to avoid horizontal conflicts 

because the understanding of extremism and radicalism in people's lives has 

different meanings and tends to be subjective, the legal research is needed that is 

able to answer this. This thesis focuses on the discussion through two problem 

formulations, namely 1) The scope of violent-based extremism that leads to 

terrorism, and the second is 2) The legal consequences of Presidential Regulation 

Number 7 of 2021 on freedom of community organization, which will be discussed 

through the statute approach, conceptual approach and case approach. As the 

results, Presidential Regulation No. 7 of 2021 is an effort to prevent and overcome 

extremism in a systematic, planned and integrated manner by involving the active 

role of all levels of society and also as a reference for ministries and related 

institutions in preventing and overcoming violent extremism which results in the 

achievement of legal certainty. However, on the other hand, the enforcement of 

Presidential Regulation No. 7 of 2021 also provides space for the opening of a new 

intolerant space if its application in society is not carried out properly and 

appropriately. 

Keywords: Extremism, Radicalism, limitation of rights, RAN PE, Freedom of 

organization. 
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